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Abstrak 

Penelitian ini membahas tentang bentuk implementasi good citizen di Organisasi Pemuda 

Pancasila. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis studi 

kasus, yaitu metode dengan menggambarkan bagaimana kondisi dan fenomena yang 

sebenarnya terjadi, kemudian dijelaskan dalam laporan penelitian. Subyek dalam 

penelitian ini meliputi Wakil Ketua Pemuda Pancasila Sukoharjo dan anggota Pemuda 

Pancasila Sukoharjo. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Uji keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi dan triangulasi 

sumber. Data penelitian dianalisis menggunakan teknik analisis model aliran Miles dan 

Hubberman yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah salah satu wujud penerapan 

kewarganegaraan yang baik pada Pemuda Pancasila adalah Organisasi Pemuda Pancasila 

meliputi warga negara yang bertanggung jawab dan berpartisipasi aktif sebagai warga 

negara yang baik melalui berbagai kegiatan positif dan menjalankan kewajibannya 

sebagai warga negara Indonesia. 

Kata Kunci: (Pemuda Pancasila, Kewarganegaraan yang Baik, Sosial Budaya). 

Abstract 

This study discusses the form of good citizenship implementation in the Pancasila Youth 

Organization. This research method uses qualitative research with a type of case study, 

namely a method by describing how conditions and phenomena actually occur, then 

explained in the research report. Subjects in this study included vice chairman of Pemuda 

Pancasila Sukoharjo and Pemuda Pancasila Sukoharjo members. Data collection is done 

through observation, interviews, and documentation. Data validity tests are carried out by 

triangulation techniques and source triangulation. The research data was analyzed using 

flow model analysis techniques by Miles and Hubberman consisting of data collection, 

data reduction, data presentation, and conclusions. The results of this study are a form of 

good citizenship implementation in Pancasila Youth is the Pancasila Youth Organization 

including citizens who are responsible and actively participate as good citizens through 

various positive activities and carry out their obligations as Indonesian citizens. 

Keywords: (Pemuda Pancasila, Good Citizenship, Social Culture). 

 

1. PENDAHULUAN 

Organisasi merupakan sebuah identitas dari suatu tempat yang terdapat beberapa orang 

berkumpul dan memiliki tujuan untuk dicapai. Ormas (Organisasi Masyarakat) memiliki 

peranan cukup penting dalam kehidupan bermasyarakat terutama dalam membantu 

menyuarakan hak atau tuntutan mereka, membentuk suatu kebijakan pemerintah maupun mitra 
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dalam bekerjasama, ikut berpartisipasi dalam memantau suatu kebijakan yang sedang 

dilaksanakan pemerintah (Probosiwi, 2018). Tujuan dari adanya Ormas ialah mengidentifikasi 

adanya permasalahan yang ada di masyarakat, mengikuti isu yang sedang berkembang dan ikut 

memberikan solusi, menghidupkan kelompok-kelompok masyarakat dan sebagai wadah 

pembantu yang bersifat indepenen non-pemerintah dalam menyediakan forum untuk bertukar 

ide maupun informasi terkini. Kebebasan berkumpul dan berpendapat diakui dan diatur dengan 

Undang-undang 1945 pasal 28E sehingga ormas mempunyai ruang lingkup yang bersifat 

Nasional, daerah yang membebaskan siapa saja untuk bergabung tidak membedakan 

keberadaan wilayah negara Indonesia baik itu berada di pusat kota sampai pelosok negeri. 

Sejak Era Reformasi tahun 1998, Indonesia merubah sistem ketatanegaraan dan sistem 

kemasyarakatan hingga menimbulkan efek adanya perubahan Organisasi Masyarakat yang ada 

sebelum dan sesudah reformasi (Palinggi & Prayogyandarini, 2020). Adanya perubahan 

tersebut, terbentuklah berbagai perkumpulan mengatasnamakan organisasi masyarakat yang 

banyak di temui hingga sekarang, baik bersifat politik, agama hingga sosial-masyarakat. 

Organisasi Masyarakat tersebut memiliki ciri khas tertentu dalam menjalankan organisasinya, 

hal ini memberikan dampak cukup besar terutama dalam kehidupan bermasyarakat. Terdapat 

banyak Organisasi yang ada di Indonesia dan diakui keberadaannya seperti Nahdatul Ulama 

(NU), Muhammadiyah, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), Indonesia 

Aids Coalition (IAC), Pemuda Pancasila (PP), Lembaga Anak Bangsa (LAB), Angkatan Muda  

Pembaharuan Indonesia (AMPI), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Yayasan Cinta 

Bangsa (YCB), d (Erick dkk., 2016) ll.  

Organisasi Pemuda Pancasila (selanjutnya disebut Pemuda Pancasila) berdiri pada 28 

Oktober 1959 merupakan sebuah organisasi masyarakat yang berjiwa besar, patriotik dan 

militan yang bersifat terbuka tanpa membeda-bedakan ras, agama, suku, dai Jakarta. 

Sebelumnya Pemuda Pancasila merupakan pengembangan dari organisasi politik sebelum 

masa reformasi yang disebut dengan Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), tokoh 

pendiri dari IPKI yang kemudian berubah menjadi Pemuda Pancasila ialah A. Yani, A.H. 

Nasution, dan Gatot Subroto. Tokoh tersebut merupakan pendiri yang tidak langsung terjun 

dalam permainan politik saat itu karena adanya larangan dari anggota militer untuk tidak 

berpartisipasi politik secara langsung. IPKI pada saat itu mengemban tugasnya dalam 

melindungi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari bahasanpolitik komunis yang 

dimotori oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) (Martono, 2017).  

Anggota dari Pemuda Pancasila berciri patriotik, militan, persaudaraan, inovatif, kreatif 

dan terbuka tanpa mempermasalahkan perbedaan suku, ras, agama, golongan, profesi maupun 
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status sosial. golongan serta latar belakang sosial kemasyarakatan. Didalam peraturan 

organisasi pemuda nomor 001/PO/MPN-PP/1/2002 tentang musyawarah-musyawarah 

organisasi pemuda pancasila, semboyan Semboyan dari Pemuda Pancasila ialah 

“PANCASILA ABADI” dan “SEKALI LAYAR TERKEMBANG SURUT KITA 

BERPANTANG” yang artinya jika sudah di mulai, maka kata-kata mundur tidak akan pernah 

terjadi. Pemuda Pancasila merupakan sebuah organisasi kemasyarakatan yang telah berdiri 

sejak orde lama dan masih memperlihatkan eksistensinya kepada masyarakat Indonesia dan 

menjadikan pancasila sebagai ideologi tunggal organisasi. 

Menurut Sarlito Wirawan Sarwono (dalam Ii, 2009) persepsi merupakan kemampuan 

seseorang untuk mengatur peninjauan, kemampuan tersebut antara lain: kemampuan untuk 

membedakan, kemampuan untuk menyusun, dan kemampuan untuk mendasarkan. Maka dari 

itu, setiap individu bisa saja memiliki persepsi yang berbeda walaupun dalam satu objek yang 

sama. Hal tersebut terjadi karena, perbedaan dalam memberikan penilaian dan ciri kepribadian 

seseorang. Sedangkan menurut Leavit (Ii, 2009) persepsi mempunyai pengertian dalam arti 

sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, persepsi yaitu pandangan dari individu dalam 

memandang sesuatu, dalam arti luas persepsi merupakan pengamatan bagiamana seseorang 

mengamati suatu hal. Dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan tanggapan dari 

pengamatan yang diterima dari panca indra dan disimpulkan oleh stimulus untuk menilai suatu 

hal atau objek.  

Pemuda Pancasila sering melakukan kegiatan sosial, politik dilingkungan masyarakat 

hampir setiap bulannya (Slametto, 2016). Kegiatan yang berkaitan langsung dengan 

masyarakat bertujuan agar masyarakat mulai paham akan adanya tujuan Pemuda Pancasila 

yang berlainan adanya tindakan premanisme sehingga dibutuhkannya perubahan persepsi dari 

masyarakat. Bentuk tindakan pendekatan Pemuda Pancasila ialah dengan menghilangkan 

bentuk atau aksi premanisme dalam lingkungan masyarakat. Namun, masih terdapat pro-kontra 

dengan adanya Pemuda Pancasila karena sudah melekatnya persepsi masyarakat yang kurang 

baik di kalangan masyarakat (Syahputra, 2019). Hal ini terjadi karena masih terdapat oknum 

anggota Pemuda Pancasila yang melakukan aksi premanisme hingga pemalakan yang membuat 

masyarakat merasa terganggu dengan aktifitas-aktifitas tersebut. Kenyataan diluar persepsi 

masyarakat mengenai pemuda pancasila, dubutuhkan adanya kesadaran dari anggota organisasi 

tersebut dalam mewujudkan kewarganegaraan yang baik sesuai dengan peraturan dan tujuan 

dibentuknya. 

Pemuda Pancasila selain bertujuan dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan ikut 

serta menjaga pertahanan negara, Pemuda Pancasila memiliki pengaruh terhadap partai politik 
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hingga pesta demokrasi. Keterlibatan Pemuda Pancasila dalam Pesta demokrasi merupakan 

instrumen lain selain partai politik dalam fungsi mobilisasi massa (Fariz, 2015). Adanya 

Pemuda Pancasila sering dimanfaatkan untuk mengumpulkan massa dari internal anggota 

maupun eksternal anggota Pemuda Pancasila. Hal ini dikarenakan Organisasi Masyarakat 

dianggap memiliki peran dalam kehidupan sosial dan mempunyai pengaruh dalam memberikan 

massa kepada calon kepala daerah dalam pesta demokrasi. Peran Organisasi Masyarakat dalam 

pesta demokrasi yang berhubungan erat dengan politik, karena dianggap mampu membantu 

penyalur aspirasi masyarakat sebagaimana tujuan dari Pemuda Pancasila itu sendiri yang 

dilakukan dengan cara musyawarah, demonstrasi, hubungan pribadi maupun perwakilan dalam 

memberikan aspirasi. Selain itu Pemuda Pancasila juga dapat berperan sebagai pengalihan isu 

politik yang ikut berperan dalam pengambilan keputusan saat pemilihan berlangsung 

(Slametto, 2016). Pemuda Pancasila di Kabupaten Sukoharjo memiliki peran sendiri dalam 

bidang politik yang terlihat dari berbagai pandangan yang berdasarkan pada ideologi pancasila 

dengan memberikan program kepada masyarakat (Sagala, 2018).  

Pemuda Pancasila dalam perannya sebagai Organisasi Masyarakat sering dilibatkan 

dalam dunia politik. Terlihat dari terlibatnya Pemuda Pancasila di dalam pesta demokrasi 

seperti pemilu maupun pilkada. Pemuda Pancasila keterlibatannnya digunakan oleh partai 

politik maupun calon kepala daerah sebagai alat mobilisasi penggerak massa dari kader 

Pemuda Pancasila untuk mendukung dan memenangkan pasangan calon yang terlibat. Tak 

jarang anggota maupun pengurus dari Pemuda Pancasila dilibatkan sebagai calon kepala daerah 

dan diusung oleh partai tertentu sebagai keputusan organisasi dan kepentingan elit yang ada di 

daerah tersebut (Yando dkk., 2019).  

 

Gambar 1. Sosialisasi penguatan karakter anggota Pemuda Pancasila 

Sumber : Dokumentasi Humas Pemuda Pancasila Kabupaten Sukoharjo 

Keterlibatan tokoh politik dalam Pemuda Pancasila di Sukoharjo terlihat pada acara-acara yang 

diselenggarakan Pemuda Pancasila maupun pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Kehadiran 

tokoh politik yang terlihat dari gambar diatas salah satunya adalah Bupati Kabupaten 
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Sukoharjo Hj. Etik Suryani, SE., MM yang hadir pada saat acara sosialisasi penguatan karakter 

anggota Pemuda Pancasila di Langenharjo, Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Hal ini memperkuat 

adanya pengaruh dari Pemuda Pancasila dalam keterlibatannya di lingkungan politik maupun 

pemerintah, keduanya saling berkeatain dengan tujuan keharmonisan dan kesejahteraan 

masyarakat Sukoharjo. Penelitian ini berkaitan dengan Progdi PPKn yang bertujuan untuk 

menjadikan warga negara yang baik (good citizenship) dan diharapkan dapat memberikan 

gambaran mengenai keorganisasian masyarakat serta memberi gambaran mengenai karakter 

yang memiliki kecerdasan intelektual, emosianal, spiritual maupun rasa cinta kepada tanah air.  

Selain peran Pemuda Pancasila terhadap politik, seringkali Pemuda Pancasila diisukan 

dengan berita yang kurang baik antaranya, pedagang adu mulut dengan sejumlah pria yang di 

antaranya berbaju ormas Pemuda Pancasila (PP) viral di media sosial. Cekcok itu terjadi karena 

para pria itu melakukan pungli dengan kedok uang keamanan (DetikSumut, 2023). 

Sekelompok oknum anggota ormas yang diduga kuat telah melakukan kekerasan dan tindakan 

intervensi terhadap dua wartawan bahkan salah satu di antara dua wartawan tersebut dihadiahi 

bogem mentah oleh salah satu anggota oknum ormas tersebut, terekam dalam video berdurasi 

2 menit 42 detik dengan jelas bahwa oknum anggota ormas melayangkan bogem mentah 

kepada wartawan (Tabloid Pilar Post, 2021). Sejumlah pria berpakaian baju ormas, diduga 

melakukan pengutan liar terhadap sejumlah pedagang di Pasar Seni Semayang, Kecamatan 

Sunggal, Kabupaten Deliserdang (Tribun Medan, 2022). Dengan paparan tersebut, 

permasalahannya adalah persoalan mengenai beberapa oknum dari Ormas Pemuda Pnacasila 

yang melakukan pungutan liar serta melakukan kekerasan. Permasalahan tersebut telah 

ditangani dan diberikan sanksi dengan adanya pemberhentian secara tidak hormat kepada 

oknum yang melakukan kriminalitas.  

Penelitian ini memiliki relevansi dengan bidang Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan dari aspek penguatan karakter dan pembentukan warga negara yang baik. 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memiliki tujuan untuk membentuk smart and 

good citizen atau kewarganegaraan yang cerdas dan baik. Kehadiran Ormas seperti Pemuda 

Pancasila menjadi wujud partisipasi elemen masyarakat untuk memberikan kaderisasi 

kepemimpinan. Hasil dari riset ini diharapkan memberi sumbangsih gagasan dan praktik 

empiris yang dapat menjadi tambahan kajian untuk  memahami, mengerti dan menanamkan 

nilai-nilai ideologi pada dirinya sebagai bekal hidup di masyarakat sesuai dengan 

kompetensinya masing-masing. Mahasiswa sebagai generasi muda pembawa perubahan 

bangsa ini yang akan mengabdi dimasyarakat sesuai dengan profesinya masing-masing harus 

https://medan.tribunnews.com/tag/pasar-sei-semayang
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memiliki pemahaman ideologi yang mendalam sehingga dia tidak meninggalkan jati diri 

bangsanya ditengah-tengah masyarakat global. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dirumuskan permasalahan penelitian yaitu 

sebagai berikut: 1) Apa Pandangan anggota terhadap reposisi Organisasi Pemuda Pancasila 

berkaitan dengan konsep kewarganegaraan yang baik?; 2) Bagaimana bentuk implementasi 

kewarganegaraan yang baik pada Organisasi Pemuda pancasila?; 3) Apa kendala dalam 

implementasi kewarganegaraan yang baik pada Organisasi Pemuda Pancasila?; 4) Apa solusi 

dari kendala dalam implementasi kewarganegaraan yang baik pada Organisasi Pemuda 

Pancasila?. 

 

2. METODE  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Strauss dan Corbin (2007), 

penelitian kualitatif merupakan penelitian yang hasil akhirnya merupakan deskripsi berupa 

kalimat dan tidak menggunakan prosedur angka yang dilakukan secara natural hingga 

mendapatkan data yang valid. Fokus utama dari penelitian ini ialah organisasi pemuda 

pancasila yang berada dalam sebuah lembaga organisasi masyarakat. Penggunaan pendekatan 

kualitatif dapat menjawab rumusan masalah dan tujuan dalam penelitian ini. (Creswell, 2007). 

“Metode kualitatif merupakan salah satu jenis metode yang menggambarkan, mencari 

tahu dan memahami dari suatu maupun kelompok orang yang berasal dari suatu 

fenomena sosial.” 

Peneliti memilih menggunakan metode penelitian kualitatif karena objek yang diteliti 

memiliki kecenderungan sosial masyarakat yang berhubungan dengan kehidupan sehingga 

peneliti dapat memahami subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta yang terjadi di 

lapangan. Fokus utama dari penelitian ini adalah peran Organisasi Pemuda Pancasila pada 

kewarganegaraan yang baik di lingkungan masyarakat. Peneliti memilih menggunakan 

penelitian kualitatif agar dapat menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian. Peneliti 

dapat memahami dan menggambarkan apa saja yang dilakukan dan dilaksanakan oleh subjek 

peneliti.  

Pada penelitian ini menggunakan desain penelitian studi kasus, Studi Kasus merupakan 

suatu hasil sususnan kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sungguh-sungguh, tercatat dan 

mendalam mengenai suatu kebijakan, peristiwa, kegiatan, baik pada suatu individu, kelompok, 

atau organisasi (Mudjia Rahardjo, 2017). Tempat penelitian ini berada di Markas Organisasi 

Pemuda pancasila Sukoharjo yang berada di Langenharjo, kecamatan Grogol, Kabupaten 

Sukoharjo. Objek penelitian adalah suatu hal yang akan digunakan saat penelitian guna 
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mendapatkan tujuan dari mencari jawaban tertentu yang harus saling berhubungan dan tidak 

terpisahkan dari peneliti(Andhini, 2017) Objek penelitian kali ini adalah membahas pokok dari 

permasalahan yang akan diteliti agar mendapatkan data secara lenih terarah dan teratur. Subjek 

dari penelitian ini adalah anggota dari Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan 

dokumentasi. 

 

3. HASIL  DAN PEMBAHASAN 

3.1 Deskripsi Lokasi Penelitian  

Dalam deskripsi hasil penelitian ini menjelaskan mengenai keadaan Organisasi Pemuda 

Pancasila (PP). Dalam deskripsi lokasi ini memuat mengenai profil Organisasi Pemuda 

Pancasila, data anggota Organisasi Pemuda Pancasila. Untuk penjelasan secara rinci akan 

dijelaskan sebagai berikut: 

3.1.1 Sejarah singkat Pemuda Pancasila Kabupaten Sukoharjo. Pemuda Pancasila adalah 

sebuah organisasi paramiliter Indonesia yang didirikan oleh Jenderal Abdul Haris 

Nasution pada 28 Oktober 1959, sejak tahun 1981 dipimpin oleh Japto Soerjosoemarno. 

Organisasi ini dibentuk dari gangster politik semi-resmi (preman) yang mendukung 

pemerintahan Orde Baru Soeharto. Nama ini mengacu pada Pancasila, "lima prinsip" resmi 

negara Indonesia. Pemuda Pancasila memainkan peran penting dalam mendukung kudeta 

militer Suharto pada tahun 1965: mereka menjadi pasukan kematian bagi tentara Indonesia, 

menewaskan satu juta atau lebih yang dituduh komunis dan Tionghoa-Indonesia di seluruh 

Provinsi Sumatra Utara, seperti yang dijelaskan dalam film dokumenter Jagal 2012.  

Saat itu dinyatakan bahwa organisasi saat ini memiliki tiga juta anggota. Perkiraan keanggotaan 

nasional dari akhir 1990-an berkisar 4-10.000.000 orang. Sejak awal berdirinya, Pemuda 

Pancasila tidak pernah sepi dari gerakan untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai Pancasila 

sebagai dasar negara. Lalu, sekitar tahun 1965 ketika PKI gencar menelusup di segenap sendi 

kehidupan masyarakat, kerap berhadapan secara fisik dengan anggota Pemuda Pancasila. 

Sejarah mencatat beberapa kali terjadi bentrokan fisik yang menewaskan anggota organisasi 

dari kedua belah pihak. Kegiatan organisasi ini lebih dititik beratkan untuk bergerak di sektor 

kegiatan sosial kemasyarakatan yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat 

hingga ke tingkat basis dengan jutaan anggota Pemuda Pancasila yang tersebar di seluruh 

pelosok Indonesia.  

Organisasi Pemuda Pancasila juga eksis dalam dinamika organisasi di tingkat nasional (Majelis 

Pimpinan Nasional), provinsi (Majelis Pimpinan Wilayah), kota/kabupaten (Majelis Pimpinan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Abdul_Haris_Nasution
https://id.wikipedia.org/wiki/Abdul_Haris_Nasution
https://id.wikipedia.org/wiki/Japto_Soerjosoemarno
https://id.wikipedia.org/wiki/Orde_Baru
https://id.wikipedia.org/wiki/Pancasila
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Tionghoa-Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatra_Utara
https://id.wikipedia.org/wiki/Jagal
https://www.tribunnews.com/tag/pemuda-pancasila
https://www.tribunnews.com/tag/pemuda-pancasila
https://www.tribunnews.com/tag/pemuda-pancasila
https://www.tribunnews.com/tag/pemuda-pancasila
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Cabang), kecamatan (Pimpinan Anak Cabang), hingga kader di kelurahan sebagai akar rumput 

atau basis massa terbawah. Pemuda Pancasila juga mengedepankan unsur keberagaman seperti, 

pendidikan, sosial ekonomi, usia, suku ,dan agama. Ikrar Pemuda Pancasila. Berikut 

ikrar Pemuda Pancasila: 

1) Bertanah Air satu, Tanah Air Indonesia 

2) Berbangsa Satu, Bangsa Indonesia  

3) Berbahasa Satu, Bahasa Indonesia 

Tahun 1990 Kabupaten Sukoharjo bergabung dalam kegiatan Organisasi Pemuda Pancasila 

dengan sebutan MPC (Majelis Pimpinan Cabang) Kabupaten Sukoharjo, pada saat itu anggota 

dari MPC PP hanyalah 10 orang hingga berkembang sampai dengan saat ini menjadi 120 

anggota yang di ketuai oleh Nur Setyo SH. MH. Kegiatan MPC PP Sukoharjo saat ini berfokus 

pada kepentingan masyarakat, sosial dan politik. 

3.1.2 Gambaran umum Pemuda Pancasila Kabupaten Sukoharjo. MPC PP Kabupaten 

Sukoharjo merupakan salah satu anak cabang dari organisasi Pemuda Pancasila yang berada di 

wilayah Sukoharjo. Markas dari MPC PP Kabupaten Sukoharjo berada di desa Langenharjo, 

Baki, Kabupaten Sukoharjo. Anggota dari MPC Kabupaten Sukoharjo beranggotakan 120 

anggota, yang terdiri dari satuan pelajar dan mahasiswa (SAPMA), masyarakat umum dan dari 

kalangan pemerintahan.  

Dalam mencapai tujuan baik dari sebuah organisasi maupun perusahaan, maka perlu adanya 

visi dan misi dari organisasi tersebut. Menjadi terdepan sebagai kaum intlektual Pemuda 

Pancasila dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengimplementasikan nilai- 

nilai Pancasila dengan semangat kebersamaan dan persordaraan demi esensi dan eksistensi 

Sapma Pemuda Pancasila Di Jawa Tengah Pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. 

Misi dari MPC Kabupaten Sukoharjo ialah a) Menggunakan segala kemampuan dan potensi 

diri sebagai kaum intelektual untuk memberikan yang terbaik bagi Pemuda Pancasila, bangsa 

dan Negara. b) Pemahaman mendalam dan implementasi nilai – nilai yang terkandung dalam 

Pancasila (sebagai ideologi kehidupan berbangsa dan bernegara) untuk diri sendiri maupun 

orang lain dengan atau melalui lembaga Pemuda Pancasila. c) Mempererat kebersamaan dan 

persaudaraan antara sesama anggota keluarga besar Pemuda Pancasila sehingga tercipta 

suasana internal dan eksternal yang menunjang jalannya lembaga dalam mencapai tujuan. d) 

Berjuang dan terus berkarya demi Pemuda Pancasila terutama kebesaran dan nama baik 

Pemuda Pancasila. e) Mengadakan pembinaan untuk para pengurus dan anggota dalam sistem 

kinerja dan manajemen organisasi yang termotivasi, transparan, jujur, tertata, disiplin. f) 

https://www.tribunnews.com/tag/pemuda-pancasila
https://www.tribunnews.com/tag/pemuda-pancasila
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Melebarkan sayap lembaga Pemuda Pancasila Jawa Tengah dengan mendirikan pengurus 

cabang di setiap kabupaten. 

3.1.3 Data aktif anggota Pemuda Pancasila Kabupaten Sukoharjo. Jumlah anggota MPC 

Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2023 yaitu 120 anggota, secara rinci anggota MPC 

Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2023 dijelaskan dalam tabel berikut:  

Tabel 1. Data aktif anggota Pemuda Pancasila Kabupaten Sukoharjo 

No Bidang Jumlah 

1)  SAPMA PP  35 

2)  SRIKANDI PP 10 

3)  MASYARAKAT UMUM 75 

(Sumber: dokumentasi MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Sukoharjo) 

3.2 Deskrpsi Data Penelitian  

Berdasarkan data yang telah telah dikumpulkan. Maka selanjutnya data dianalisis untuk 

menjawab permasalahan yang tertuang dalam rumusan masalah terkait berkaitan dengan 

Progdi PPKn yang bertujuan untuk menjadikan warga negara yang baik (good citizenship) dan 

diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai keorganisasian masyarakat serta memberi 

gambaran mengenai karakter yang memiliki kecerdasan intelektual, emosianal, spiritual 

maupun rasa cinta kepada tanah air yang terfokus pada Ormas (Organisasi Masyarakat) 

Organisasi Pemuda Pancasila (selanjutnya disebut Pemuda Pancasila). Data tersebut 

dikumpulkan dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari data yang telah terkumpul 

dipaparkan sebagai berikut: 

3.2.1 pandangan anggota terhadap reposisi Organisasi Pemuda Pancasila berkaitan dengan 

konsep kewarganegaraan yang baik.  

Hal ini sesuai dengan yang di sampaikan oleh G selaku Wakil MPC PP Kabupaten Sukoharjo 

pada hari Senin, 15 November 2023, mengatakan bahwa: 

“pandangan masyarakat terhadap kegiatan, selama ini baik-baik saja sebagian juga 

mendukung kegiatan kami dengan memberikan izin dan ikut membantu, selama di 

Sukoharjo belum menemui permasalan yang pasti jika berhadapan dengan masyarakat, 

tapi kalo melihat di internet di berita kebanyakan ada yang memberitakan kurang enak tapi 

menurut kami itu hanya oknum dan jika terbukti dari Pemuda Pancasila setempat akan 

diberhentikan dan di beri sanksi jika melalukan tindakan anarkis.” 

Pendapat ini selaras lain disampaikan oleh RS selaku anggota dari MPC Kabupaten Sukoharjo 

pada hari Senin, 15 November 2023, mengatakan bahwa: 
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“kalo pandangan masyarakat umum yang ada di Sukoharjo menerima dengan baik 

kegiatan-kegiatan kami mba, karena kami juga datang dan baik dan tujuan kegiatan kami pun 

untuk masyarakat jadi masyarakat dapat menerima kegiatan kami selama ini” 

“pandangan masyarakat umum di internet ya kami biarkan saja jika tidak berkaitan 

dengan Pemuda Pancasila di Sukoharjo, tapi mba kalo yang di berita kan itu kami pasti adakan 

evaluasi, di terima pendapat masyarakat dan kami perbaiki.” 

Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat diambil 

kesimpulan bahwa pandangan masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh 

MPC PP Kabupaten Sukoharjo menunjukkan adanya dukungan positif dengan memberikan 

izin dan ikut serta membantu pelaksanaan kegiatan. 

Hal ini diperkuat dengan wawancara bersama G selaku Wakil MPC PP Kabupaten Sukoharjo 

pada hari Rabu, 15 November 2023, mengatakan bahwa: 

“menurut saya pribadi sebagai wakil ketua MPC PP Kabupaten Sukoharjo menanggapi 

berbagai macam berita ada yang negatif ada yang positif, ya saya tanggapi dengan baik jika 

ada pandangan kurang baik terhadap kami ya sampaikan saja kami tampung, malah 

memberikan masukan terhadap kinerja kita. Kalo saya pribadi ya sudah baik MPC PP itu 

karena kegiatanya itu juga untuk masyarakat” 

Pendapat ini selaras lain disampaikan oleh RS selaku anggota dari MPC Kabupaten Sukoharjo 

pada hari Senin, 15 November 2023, mengatakan bahwa: 

“Citra masyarakat terhadap kami memang beraneka ragam mba, misal nya ada yang 

memberitakan kami kurang baik ya kita sebagai anggota MPC dilihat dulu berita nya seperti 

apa, kalo ada saran dan masukan kami terima, jika ada yang kurang baik berarti memang perlu 

ada evaluasi dari kami” 

“ada yang mengatakan MPC PP itu melalukan pungutan dengan mengatasnamakan MPC 

PP atau memakai atribut, dari kami nanti akan memastikan dengan yang bersangkutan apabila 

ada yang di rugikan, dan kami memberikan sanksi kepada anggota yang melakukan hal 

tersebut, karena MPC PP itu kan berhubungan dengan masyarakat, pemerintah juga mba hidup 

juga masih berdampingan dengan masyarakat jadi semampu kita saling menjaga dan 

menghargai” 

Pandangan dari anggota mengenai persepsi masyarakat terhadap Organisasi Pemuda Pancasila, 

berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di MPC PP Kabupaten Sukoharjo 

citra atau persepsi masyarakat memang bermacam-macam jika ada yang kurang baik dari MPC 

PP Kabupaten Sukoharjo akan menanggapi dengan baik dan menerima segala masukan serta 
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siap memberikan sanksi apabila anggota melakukan tindakan kurang baik serta dilakukan 

upaya perubahan dalam memperbaiki citra kurang baik tersebut. 

Hal ini diperkuat dengan wawancara bersama G selaku Wakil MPC PP Kabupaten Sukoharjo 

pada hari Rabu, 15 November 2023, mengatakan bahwa: 

“upaya yang kami lakukan dalam memperbaiki pandangan masyarakat jika ada yang 

kurang baik, pertama kami evaluasi terlebih dahulu dalam forum yang diikuti seluruh anggota, 

jika diperlukan dilakukan latihan kembali untuk memperkuat tujuan pembentukan MPC PP 

agar kembali ke tujuan awal sebagai Ormas yang berlandaskan Pancasila, melakukan kegiatan-

kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat seperti membantu jika ada bencana alam.” 

Pendapat ini selaras lain disampaikan oleh RS selaku anggota dari MPC Kabupaten Sukoharjo 

pada hari Senin, 15 November 2023, mengatakan bahwa: 

“menambahi dari bapak wakil ketua MPC PP Kabupaten Sukoharjo, kami membuka 

komunikasi terbuka kepada masyarakat bisa melalui media sosial kami, dan bisa bertemu 

langsung untuk berdiskusi dalam memberikan saran dan masukan kepada kami” 

Upaya dari anggota untuk memperbaiki persepsi masyarakat terhadap Organisasi Pemuda 

Pancasila yang kurang baik, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di MPC 

PP Kabupaten Sukoharjo membuka saran dan masukan secara terbuka untuk berkomunikasi 

melalui media sosial maupun bertemu sevara langsung, PP akan melakukan evaluasi kinerja 

anggota agar mengingat tujuan awal organisasi ini untuk memperbaiki pandangan masyarakat 

yang kurang baik. 

3.2.2 Implementasi kewarganegaraan yang baik pada Organisasi Pemuda pancasila. Di 

Kabupaten Sukoharjo, PP sebagai organisasi masyarakat bergerak dalam penenaman sikap 

nasionalisme dan kegiatan sosial masysrakat khususnya kepada masyarakat di Kabupaten 

Sukoharjo. PP memiliki bentuk keorganisasian yang menampilkan cerminan kualitas 

prefosionalisme dan pengalaman organisasi serta memiliki semangat nasinoalisme dan 

demokratis yang diterapkan kepada anggotannya. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan 

oleh peneliti di MPC PP Kabupaten Sukoharjo terdapat implementasi atau pelaksanaan 

kewarganegaraan yang baik pada Ormas PP ialah kegiatan-kegiatan yang berfokus pada 

kesejahteraan umum, kepentingan masyarakat yang berlandaskan pancasila serta nasionalisme. 

Hal ini sesuai dengan yang di sampaikan oleh G selaku Wakil MPC PP Kabupaten Sukoharjo 

pada hari Senin, 20 Maret 2023, mengatakan bahwa: 
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“alasan saya ikut bergabung menjadi anggota Pemuda Pancasila itu sederhana mba, selain 

mengisi waktu luang banyak juga manfaat nya relasi dari ikut MPC PP ini banyak mba, 

kegitan-kegiatannya juga menarik dan bisa bantu masyarakat juga mbak.” 

Pendapat ini selaras lain disampaikan oleh RS selaku anggota dari MPC Kabupaten Sukoharjo 

pada hari Senin, 20 Maret 2023, mengatakan bahwa: 

“kalo saya ikut MPC PP ini karena sering melihat kegiatan-kegiatan nya mbak, dari posko 

mudik yang ada di Telukan itu mbak biasanya selain itu karena ada tetangga juga yang 

bergabung jadi ikut juga, kalo di MPC PP ini kan gak mandang lulusan maupun usia ya 

mbak jadi bisa lebih mudah kalo bergabung” 

Pendapat ini selaras dengan pernyatan BA selaku anggota dari MPC Kabupaten Sukoharjo 

pada hari Senin, 20 Maret 2023, mengatakan bahwa: 

“alasan saya ikut MPC PP ini yang pasti ingin menambah relasi ya mbak, jadi dikenal 

sama masyarakat juga mbak” 

Implementasi dari anggota terhadap reposisi Organisasi Pemuda Pancasila berkaitan dengan 

konsep kewarganegaraan yang baik. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti 

di MPC PP Kabupaten Sukoharjo terdapat beberapa alasan yang mendasari sebagian besar 

anggota untuk bergabung ke MPC PP Kabupaten Sukoharjo, diantaranya menambah relasi, 

mengisi waktu luang, menarik dari kegiatannya, serta tidak ada aturan yang membatasi untuk 

bergabung dari usia hingga spesifikasi pendidikan.  

Hal ini diperkuat dengan wawancara bersama G selaku Wakil MPC PP Kabupaten Sukoharjo 

pada hari Senin, 20 Maret 2023, mengatakan bahwa: 

“kegiatan-kegiatan di MPC PP Kabupaten Sukoharjo ini banyak mbak, kalo kegiatan inti 

saja ada diklat anggota, upacara hari besar nasional, aspirasi suara rakyat dan lain 

sebagainnya mbak” 

Pendapat ini selaras dengan pernyatan BA selaku anggota dari MPC Kabupaten Sukoharjo 

pada hari Senin, 20 Maret 2023, mengatakan bahwa: 

“kegiatan-kegiatan yang paling saya ingat saat mengikuti MPC PP ini mendirikan posko 

mudik di Telukan itu mbak, seru, menarik juga membantu para pemudik kadang ada yang 

tanya lokasi atau sekedar mampir untuk istirahat, selain itu ada penggalangan dana juga 

biasanya kita mencari dana di sekitar lampu merah lalu di sumbangkan kepada yang 

membutuhkan“ 

Pendapat lain disampaikan oleh RS selaku anggota dari MPC Kabupaten Sukoharjo pada hari 

Senin, 20 Maret 2023, mengatakan bahwa: 
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“Kalo MPC PP Kabupaten Sukoharjo itu kegiatan nya kurang lebih isinya untuk 

kepentingan masyarakat umum mba, seperti penyediaan ambulan gratis, siaga bencana 

untuk membantu masyarakat juga mba, donor darah karena kita bekerjasama juga dengan 

PMI “ 

Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat diambil kesimpulan 

bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh MPC PP Kabupaten Sukoharjo menunjukkan 

adanya kegiatan positif yang berhubungan langsung dengan masyarakat luas sehingga secara 

tidak langsung anggota MPC PP Kabupaten Sukoharjo sudah memahami adanya 

kewarganegaraan yang baik dengan ikut serta di dalam kegiatannya. 

Hal ini sesuai dengan yang di sampaikan oleh G selaku Wakil MPC PP Kabupaten Sukoharjo 

pada hari Senin, 20 Maret 2023, mengatakan bahwa: 

“makna kewarganegaraan yang baik menurut saya adalah bertanggung jawab secara 

pribadi dan masyarakat, nah dengan saya ikut menjadi bagian dari MPC PP Kabupaten 

Sukoharjo ini menurt saya sudah menjadi bagian warga negara yang baik mbak.” 

Pendapat ini selaras dengan pernyatan BA selaku anggota dari MPC Kabupaten Sukoharjo 

pada hari Senin, 20 Maret 2023, mengatakan bahwa: 

“kewarganegaraan yang baik menurut saya ya itu mbak jadi warga negara yang tidak 

neko-neko, berbuat baik, taat aturan, tidak melanggar norma masyarakat sepertinya 

sudah menggambarkan kewarganegaraan yang baik ya.” 

Pendapat lain disampaikan oleh RS selaku anggota dari MPC Kabupaten Sukoharjo pada hari 

Senin, 20 Maret 2023, mengatakan bahwa: 

“makna warga negara yang baik, kalo menurut saya mbak menjadi pribadi yang 

bertanggung jawab sesuai dengan kemampuannya, kalo masih sekolahnya taat dengan 

aturan sekolah, sudah dewasa menenuaikan hak nya seperti membayar zakat kalo bisa 

diimbangi dengan membantu orang lain, seperti itu mbak” 

 

Gambar 2. Donor Darah MPC PP Kabupaten Sukoharjo 

(Sumber: dokumentasi MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Sukoharjo) 
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Gambar menunjukan anggota MPC PP Kabupaten Sukoharjo sedang melaksanakan Donor 

Darah bersama PMI Kabupaten Sukoharjo. Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan 

oleh peneliti dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi kewarganegaraan yang baik 

menurut anggota Pemuda Pancasila sudah diresapi dan dijalankan dengan baik. Kegiatan 

positif yang menunjukkan adanya upaya yang baik kepada masyarakat serta kemauan sadar 

diri atas tugas dan tanggung jawab pribadi yang harus dilaksanakan sudah mencerminkan 

implementasi kewaraganegaraan yang baik. Implementasi Kewarganegaraan yang baik 

menurut Pemuda Pancasila adalah bertanggungjawab secara pribadi, kepada masyarakat umum 

dan kepada Negara.  

Di Kabupaten Sukoharjo, PP sebagai organisasi masyarakat bergerak dalam penenaman sikap 

nasionalisme dan kegiatan sosial masysrakat khususnya kepada masyarakat di Kabupaten 

Sukoharjo. PP memiliki bentuk keorganisasian yang menampilkan cerminan kualitas 

prefosionalisme dan pengalaman organisasi serta memiliki semangat nasinoalisme dan 

demokratis yang diterapkan kepada anggotannya. Pemuda Pancasila memiliki tujuan dalam 

peningkatan kualitas sumber daya manusia dan mengabdikan anggotanya kepada bangsa dan 

negara demi mewujudkan kesejahteraan sosial yang dilandasu nilai pancasila sebagai ideologi 

bangsa. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di MPC PP Kabupaten Sukoharjo 

terdapat implementasi atau pelaksanaan kewarganegaraan yang baik pada Ormas PP ialah 

kegiatan-kegiatan yang berfokus pada kesejahteraan umum, kepentingan masyarakat yang 

berlandaskan pancasila serta nasionalisme.  

Hal ini sesuai dengan yang di sampaikan oleh G selaku Wakil MPC PP Kabupaten Sukoharjo 

pada hari Senin, 20 Maret 2023, mengatakan bahwa: 

“Pelaksanaan yang terkait kewarganegaraan yang baik itu kan jika dilihat dari pedoman 

MPC PP yang menegdepankan nasionalisme dan pasti berlandaska Pancasila, terkait 

dnegan hal tersebut sudah sesuai dengan kegiatan-kegitan kita mbak. Dari keanggotaan 

saja sudah terlihat di MPC PP Kabupaten Sukoharjo itu ada SAPMA, Srikandi MPC itu 

terdiri dari pelajar dan mahasiswa serta Srikandi itu yang berfokus pada kegiatan yang 

berhubungan dengan wanita.” 

Pendapat ini selaras dengan pernyataan BA selaku Wakil MPC PP Kabupaten Sukoharjo pada 

hari Senin, 20 Maret 2023, mengatakan bahwa: 

“Kegiatan yang dilakukan di MPC PP Kabupaten Sukoharjo itu sebenarnya banyak 

mbak, tapi ada juga yang belum maksimal dalam pelaksanaan nya. Kalo kegiatan rutin 

itu donor darah, kebersihan lingkungan, posko bencana, posko mudik, pengamanan 
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wilayah atau kegiatan tertentu, kami juga menyediakan ambulan gratis mbak jika ada 

yang membutuhkan.’ 

Pendapat lain disampaikan oleh RS selaku anggota dari MPC Kabupaten Sukoharjo pada hari 

Senin, 20 Maret 2023, mengatakan bahwa: 

“Kegiatan tak terduga juga ada mbak dari MPC PP maksudnya yang tidak terjadwal, 

seperti adanya bantuan kampanye yang melibatkan anggota MPC PP dari kami, karena 

sudah menjadi rahasia umum jika suatu organisasi itu banyak suaranya yang bisa di ajak 

untuk menawal suatu pemilu, taoi itu juga di pertimbangkan dari kami di lihat dari visi 

misi bakal calon nya juga mbak mumpuni dalam memimpin atau tidak. Karena harus 

sesuai dengan pedoman kami yaitu nasionalisme, berlandaskan Pancasila serta 

kesejahteraan masyrakat.” 

Pendapat ini selaras dengan pendapat yang di sampaikan oleh G selaku Wakil MPC PP 

Kabupaten Sukoharjo pada hari Senin, 20 Maret 2023, mengatakan bahwa: 

“Iya betul mbak, ada kegiatan pemerintahan juga yang terlibat seperti penyampaian 

aspirasi dari masyarakat yang di tampung kami untuk di sampaikan kepada pemerintah 

dalam kegiatan tertentu, bisa jugakegiatan santai saat ber silahturahmi di kegiatan lain.” 

Pendapat lain disampaikan oleh RS selaku anggota dari MPC Kabupaten Sukoharjo pada hari 

Senin, 20 Maret 2023, mengatakan bahwa: 

“Kalo kegiatan kami ya mbak dalaam sebagai warga negara yang baik, secara pribadi ya 

membayar pajak, mematuhi undang-undang, berbuat baik serta menghargai sesama 

anggota organisasi itu juga termasuk lho mbak. “ 

 

Gambar 3. Pengumpulan dana bantuan sosial masyarakat  

Kabupaten Sukoharjo 

(Sumber: dokumentasi peneliti 2023) 

Gambar menunjukan anggota MPC PP Kabupaten Sukoharjo sedang melaksanakan 

Pengumpulan dana bantuan sosial masyarakat Kabupaten Sukoharjo 
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Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat diambil kesimpulan 

bahwa Implementasi kewarganegaraan yang baik pada Organisasi Pemuda pancasila MPC PP 

Kabupaten sudah dilaksanakan sesuai dengan pedoman yaitu Pancasila, Nasionalisme dan 

kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya kegiatan-kegiqatan yang baik dengan diiringi 

perilaku anggota yang sudah mencerminkan warga negara yang baik diharapkan dapat merubah 

persepsi masyarakat yang buruk terhadap Ormas PP.  

3.2.3 Kendala dalam implementasi kewarganegaraan yang baik pada Organisasi Pemuda 

Pancasila. Dalam melaksanakan sebuah aturan dan kegiatan tentu tidak semuanya berjalan 

dengan lancar begitu pula dengan pelaksanaan implementasi kewarganegaraan yang baik pada 

Organisasi Pemuda Pancasila. Dalam pelaksanaan implementasi kewarganegaraan yang baik 

pada Organisasi Pemuda Pancasila masih terdapat hambatan dimana hambatan itu berasal dari 

anggota itu sendiri maupun dari lingkungan masyarakat. Biasanya hambatan dari siswa ini 

seperti pelanggaran-pelanggaran aturan yang telah di terapkan di MPC PP Kabupaten 

Sukoharjo. 

Hal ini sesuai dengan yang di sampaikan oleh G selaku Wakil MPC PP Kabupaten Sukoharjo 

pada hari Senin, 20 Maret 2023, mengatakan bahwa: 

“Kalo kendala itu sudah biasa terjadi ya mbak, dari anggota itu ada yang tidak pernah 

datang, ada yang terlambat datang jika ada acara, tidak berkomitmen dalam 

melaksanakan tugas ya seperti itu lah kendala dalam organisasi ya mbak” 

Pendapat ini selaras dengan pernyataan G selaku Wakil MPC PP Kabupaten Sukoharjo pada 

hari Senin, 20 Maret 2023, mengatakan bahwa: 

“Wah kalo dari anggota pasti ada mbak setiap pertemuan itu pasti ada saja yang tidak ber 

atribut lengkap, terlambat, tidur saat acara, seperti pada umumnya aja sih mbak.” 

Pendapat lain disampaikan oleh BA selaku anggota dari MPC Kabupaten Sukoharjo pada hari 

Senin, 20 Maret 2023, mengatakan bahwa: 

“Kalo hambatan selain dari anggota biasanya juga ada dari masyarakat mba, misal kita 

sedang melakukan kegiatan itu ada juga yang tidak mengizinkan.” 

Hal ini sesuai dengan yang di sampaikan oleh G selaku Wakil MPC PP Kabupaten Sukoharjo 

pada hari Senin, 20 Maret 2023, mengatakan bahwa: 

“Menurut saya itu sudah biasa ya mbak selagi kita bisa menangani dengan baik tidak 

menjadi masalah, karena kegitana dari MPV PP Kabupaten Sukoharjo itu tergolong 

besar dengan anggota yang banyak pasti ada kerisauan dari masyarakat yang tidak 

mengizinkan.” 
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Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, peneliti menemui pelanggaran yang 

dilakukan oleh anggota yang ada disana yaitu mereka telat datang di markas MPC PP saat ada 

kegiatan. Pelanggaran anggota yang telat ini hanya 1 sampai 2 orang saja. Jika ada temuan 

pelanggaran seperti ini biasanya diberikan sanksi atau hanya tegursan jika masih bisa di 

perbaiki.  

3.2.4 Solusi dari kendala dalam implementasi kewarganegaraan yang baik pada Organisasi 

Pemuda Pancasila. Solusi yang diberikan oleh MPC PP Kabupaten Sukoharjo jika menemui 

hambatan, ialah dengan berdiskusi, menyelesaikan secara kekeluargaan serta mengevaluai ke 

anggotaan. Apabila hambatan terjadi dilakukan oleh anggota maka diberikan sanksi disiplin 

atau teguran. Selain memberikan kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat, seperti 

mengadakan donor darah, mitigasi bencana, mendirikan posko mudik, dan lain sebagainya.  

3.3 Pembahasan 

Kewarganegaraan yang baik merupakan sebuah sikap yang harus dimiliki oleh generasi muda 

sebagai tonggak bangsa yang akan melanjutkan cita-cita bangsa, sikap warga negara yang 

diharapakan seperti kritis dalam berkehidupan, kreatif, memiliki ilmu pengetahuan dan nilai-

nilai luhur yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam hidup sebagai warga negara 

(Ayuning L. F. & Dewi, 2021). Membentuk karakter kewarganegaraan yang baik pada generasi 

muda bisa dilakukan dalam pendidikan, keluarga maupun dengan mengikuti organisasi 

masyarakat, karakter memang dibentuk di keluarga, di kembangkan di sekolah, hingga dapat 

diterapkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat (Sulianti., 2019).  

Bentuk implementasi kewarganegaraan yang baik pada Ormas PP dapat dilihat melalui 

berbagai program yang dijalankan dan diterapkan di kehidupan masyarakat, khususnya daerah 

Kabupaten Sukoharjo. Berbagai program kemasyarakatan yang dijalankan oleh Ormas PP 

seperti adanya kegiatan donor darah, kebersihan lingkungan, membantu dalam kegiatan sosial, 

menyediakan kendaraan yang digunakan untuk korban kecelakaan maupun bencana alam, serta 

membantu mengatur jalan apabila diperlukan dalam suatu kegiatam kemasyarakatan.  

Sebagai warga negara diperlukan mempunyai pengetahuan yang baik mengenai 

kewarganegaraan terlbih dahulu, penting untuk mengetahui politik, moral, hukum dalam 

berkehidupan di masyarakat, bangsa dan negara. Selanjutnya sebagai warga negara di harapkan 

memiliki keterampilan intelektual dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan sehingga pada 

akhirnya hasil pembelajaran yang berupa ilmu pengetahuan dan keterampilan yang di berikan 

disekolah dapat membentuk moral dan karakter yang kuat dan dapat diterapkan di 

kehipunannya sebagai cerminan warga negara yang baik dengan karakter religius, adil, jujur, 

toleransi dan demokratis (Ikhtiarti ., 2019).  
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Westheimer dan kahne (Westheimer., 2002) mengelompokkan jenis kewarganegaraan yang 

baik yaitu personally responsible, participatory citizens, dan justice-oriented citizen. Dalam 

pengelompokkan tersebut memiliki ciri-ciri berbeda antara satu dengan lainya yang bertujuan 

untuk mempersiapkan warga negara demokratis yang ikut terlibat dalam mengatasi masalah 

sosial yang ada pada kehidupannya. Karena setiap warga negara dituntut untuk dapat hidup 

Maka setiap warga negara dituntut untuk dapat hidup berguna bagi negara nya, serta mampu 

mengatasi perkembangan dan perubahan sosial di masa depan. Maka dari itu diperlukan 

pembekalan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan, 

moral dan budaya. Nilai tersebut berperan sebagai pegangan hidup setiap warga negara dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Muhammad., 2019). 

Tabel 2. Ringkasan Temuan 

Peran Bukti 

kegiatan 

Gambaran 

umum 

Jenis implementasi 

Kewarganegaraan yang baik 

Kegiatan 

keorganisasian 

 

Diklat 

Keanggotaan 

Kegiatan yang 

dilakukan 

diawal 

keikutsertaan 

anggota untuk 

meningkatkan 

keterampilan 

dan 

pengetahuan 

anggota baru.  

Warga negara yang bertanggung 

jawab secara pribadi 

Pelatihan 

Keselamatan 

Bencana 

Kegiatan yang 

di 

selenggarakan 

dalam rangka 

menyiapkan 

anggota agar 

siap 

menghadapi 

bencana dan 

dapat 

membantu 

masyarakat 

umum.  

Warga negara yang berpartisipatif 

Donor Darah Kegiatan rutin 

yang dilakukan 

anggota yang 

bekerjasama 

dengan PMI 

demi 

Warga negara yang berpartisipatif 



 

19 
 

tersedianya 

darah apabila 

diperlukan. 

Evaluasi 

Keorganisasian 

Kegiatan rutin 

yang dilakukan 

setiap selesai 

melaksanakan 

program kerja 

untuk membuat 

perbaikan serta 

menilai 

evektivitas dari 

program 

tersebut.  

Warga negara yang bertanggung 

jawab secara pribadi 

Posko Mudik Mendirikan 

posko mudik 

bertujuan 

sebagai tempat 

istirahat bagi 

para pemudik 

yang biasa 

dilaksanakan 

saat hari raya 

keagamaan, 

maupun tahun 

baru.  

Warga negara yang berpartisipatif 

Bakti Sosial Kegiatan yang 

dilaksanakan 

dalam rangka 

membantu 

masyarakat 

yang 

membutuhkan 

dengan 

memberikan 

paket sembako. 

Warga negara yang berpartisipatif 

Penyedia 

Layanan 

Ambulan 

Gratis 

Penyediaan 

layanan 

kesehatan bagi 

masyarakat 

umum yang 

membutuhkan 

layanan 

ambulan gratis.  

Warga negara yang berpartisipatif 

Pertemuan 

Rutin 

Kegiatan 

keanggotaan 

organisasi 

untuk 

membicarakan 

terkait program 

Warga negara yang bertanggung 

jawab secara pribadi 



 

20 
 

kerja dan 

evaluasi 

organisasi. 

Upacara Dilaksanakan 

pada peringatan 

hari besar 

nasional. 

Warga negara yang berorientasi 

pada keadilan 

Penggalangan 

dana bencana 

Kegiatan yang 

bertujuan untuk 

mengumpulkan 

dana bagi 

masyarakat 

yang sedang 

tertimpa 

musibah.  

Warga negara yang berpartisipatif 

Ormas PP (Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila) dijadikan sebagai contoh oleh 

masyarakat sebagai organisasi yang menjunjung nilai pancasila, PP memiliki eksistensi dalam 

kehidupan bernegara serta mengembangkan potensi secara mandiri dan profesionalitas (PUTRI 

& NPM.1531040129, 2019). Ormas PP membahas dan menjalankan beberapa persoalan 

mengenai kondisi kehidupan masyarakat secara internal maupun eksternal mengangkat 

beberapa persoalan tentang kondisi kehidupan bangsa baik secara internal maupun eksternal. 

Pemuda Pancasila sering dimanfaatkan untuk mengumpulkan massa dari internal anggota 

maupun eksternal anggota Pemuda Pancasila. Hal ini dikarenakan Organisasi Masyarakat 

dianggap memiliki peran dalam kehidupan sosial dan mempunyai pengaruh dalam memberikan 

massa kepada calon kepala daerah dalam pesta demokrasi. Peran Organisasi Masyarakat dalam 

pesta demokrasi yang berhubungan erat dengan politik, karena dianggap mampu membantu 

penyalur aspirasi masyarakat sebagaimana tujuan dari Pemuda Pancasila itu sendiri yang 

dilakukan dengan cara musyawarah, demonstrasi, hubungan pribadi maupun perwakilan dalam 

memberikan aspirasi. Selain itu Pemuda Pancasila juga dapat berperan sebagai pengalihan isu 

politik yang ikut berperan dalam pengambilan keputusan saat pemilihan berlangsung 

(Slametto, 2016). Pemuda Pancasila di Kabupaten Sukoharjo memiliki peran sendiri dalam 

bidang politik yang terlihat dari berbagai pandangan yang berdasarkan pada ideologi pancasila 

dengan memberikan program kepada masyarakat (Sagala, 2018).  

Pemuda Pancasila sering melakukan kegiatan sosial, politik dilingkungan masyarakat hampir 

setiap bulannya (Slametto, 2016). Kegiatan yang berkaitan langsung dengan masyarakat 

bertujuan agar masyarakat mulai paham akan adanya tujuan Pemuda Pancasila yang berlainan 

adanya tindakan premanisme sehingga dibutuhkannya perubahan persepsi dari masyarakat. 

Bentuk tindakan pendekatan Pemuda Pancasila ialah dengan menghilangkan bentuk atau aksi 
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premanisme dalam lingkungan masyarakat. Namun, masih terdapat pro-kontra dengan adanya 

Pemuda Pancasila karena sudah melekatnya persepsi masyarakat yang kurang baik di kalangan 

masyarakat (Syahputra, 2019). 

Di Kabupaten Sukoharjo, PP sebagai organisasi masyarakat bergerak dalam penenaman sikap 

nasionalisme dan kegiatan sosial masysrakat khususnya kepada masyarakat di Kabupaten 

Sukoharjo. PP memiliki bentuk keorganisasian yang menampilkan cerminan kualitas 

prefosionalisme dan pengalaman organisasi serta memiliki semangat nasinoalisme dan 

demokratis yang diterapkan kepada anggotannya. Pemuda Pancasila memiliki tujuan dalam 

peningkatan kualitas sumber daya manusia dan mengabdikan anggotanya kepada bangsa dan 

negara demi mewujudkan kesejahteraan sosial yang dilandasu nilai pancasila sebagai ideologi 

bangsa. 

Kegiatan organisasi PP yang terbentuk dalam satu organisasi yang memiliki persamaan tujuan. 

Narasumber tidak mengikuti kegiatan organisasi lain selain PP. Berbagai program 

kemasyarakatan yang dijalankan oleh Ormas PP seperti adanya kegiatan donor darah, 

kebersihan lingkungan, membantu dalam kegiatan sosial, menyediakan kendaraan yang 

digunakan untuk korban kecelakaan maupun bencana alam, serta membantu mengatur jalan 

apabila diperlukan dalam suatu kegiatam kemasyarakatan.  

Pengaruh PP dalam kewarganegaraan yang baik menurut partisipasinya, memberikan dampak 

yang baik dari anggota nya kepada keluarga dan masyarakat, adaya berbagai kegiatan yang 

dilaksanakan oleh PP memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Partisipasi masyarakat 

dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memiliki fungsi penting sebagai 

pengeksekusi dan memberikan ekspresi dalam pembentukan kebijakan daerah di dukung oleh 

PP sebgai penyalur aspirasi masyarakat (Maryani ., 2018).  

Ormas PP tidak hanya membuat kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat saja, 

melainkan dengan melibatkan unsur politik serta keikutsertaan nya dalam kegiatan pemerintah 

daerah seperti memberikan aspirasi serta pandangan politik kepada pemerintah, memberikan 

aspirasi yang dipercayakan oleh masyarakat agar di salurkan kepada pemerintah mengenai 

infrastruktur, pendidikan, kesehatan dll.  
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Gambar 4. Pemberian Aspirasi Oleh Srikandi Pemuda Pancasila kepada Pemerindah Daerah 

Sumber: Dokumentasi Pemuda Pancasila Kabupaten Sukoharjo 

Keterlibatan tokoh politik dalam Pemuda Pancasila di Sukoharjo terlihat pada acara-acara yang 

diselenggarakan Pemuda Pancasila maupun pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Kehadiran 

tokoh politik yang terlihat dari gambar diatas salah satunya adalah Bupati Kabupaten 

Sukoharjo Hj. Etik Suryani, SE., MM yang hadir pada saat acara Pemberian Aspirasi oleh 

Pemuda Pancasila di Langenharjo, Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Hal ini memperkuat adanya 

pengaruh dari Pemuda Pancasila dalam keterlibatannya di lingkungan politik maupun 

pemerintah, keduanya saling berkeatain dengan tujuan keharmonisan dan kesejahteraan 

masyarakat Sukoharjo. Penelitian ini berkaitan dengan Progdi PPKn yang bertujuan untuk 

menjadikan warga negara yang baik (good citizenship) dan diharapkan dapat memberikan 

gambaran mengenai keorganisasian masyarakat serta memberi gambaran mengenai karakter 

yang memiliki kecerdasan intelektual, emosianal, spiritual maupun rasa cinta kepada tanah air.  

Pemuda Pancasila dalam perannya sebagai Organisasi Masyarakat sering dilibatkan dalam 

dunia politik. Terlihat dari terlibatnya Pemuda Pancasila di dalam pesta demokrasi seperti 

pemilu maupun pilkada. Pemuda Pancasila keterlibatannnya digunakan oleh partai politik 

maupun calon kepala daerah sebagai alat mobilisasi penggerak massa dari kader Pemuda 

Pancasila untuk mendukung dan memenangkan pasangan calon yang terlibat. Tak jarang 

anggota maupun pengurus dari Pemuda Pancasila dilibatkan sebagai calon kepala daerah dan 

diusung oleh partai tertentu sebagai keputusan organisasi dan kepentingan elit yang ada di 

daerah tersebut (Yando., 2019).  

Adanya partisipasi politik serta terlibatnya PP dalam kegiatan masyarakat seperti kebersihan 

lingkungan, donor darah, posko arus mudik dan penyedia kendaraan sosial dapat disimpulkan 

bahwa PP sudah mencerminkan kewarganegaraan yang baik. Menurut (Westheimer et al., 

2002) dalam pengelompokannya jenis warga negara yang baik PP sudah termasuk dalam 

Personally responsible dan participatory citizens (warga negara yang bertanggung jawab 
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secara pribadi dan warga negara partisipasif). Hal ini dibuktikan dengan anggota PP yang sudah 

menjalankan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia serta ikut serta membantu kegiatan 

masyarakat sesuai dengan pedoman Pancasila sebagai ideologi bangsa. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa:  

1. Pemuda pancasila mengimplementasikan kewarganegaraan yang baik dalam organisasi 

nya ialah bagaimana anggota menjalankan tugasnya sebagai organisasi masyarakat yang 

berlandaskan Pancasila dengan baik dan benar serta mengikuti norma yang berlaku di 

masyarakat, tidak melanggar peraturan dan menjalankan kewajibannya sebawai warga 

negara Indonesia.  

2. Pemuda Pancasila termasuk dalam warga negara yang bertanggung jawab secara pribadi 

dan warga negara partisipasif yang dibuktikan dengan menjalankan kewajibannya 

sebagai warga negara Indonesia yang ikut serta membantu kegiatan masyarakat dan 

keterlibatannya di lingkungan politik dengan pedoman Pancasila sebagai ideologi 

bangsa.  

3. Kendala yang dihadapi dalam implementasi kewarganegaraan yang baik pada organisasi 

pemuda pancasila. Kendala yang dihadapi anggota Pemuda Pancasila ialah terdapat 

stigma masyarakat yang memberikan penilaian kurang baik kepada anggota Pemuda 

Pancasila selain itu dari anggota terkait ke disiplin 

4. Solusi dari kendala dalam implementasi kewarganegaraan yang baik pada organisasi 

pemuda. Memberikan kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat, seperti 

mengadakan donor darah, mitigasi bencana, mendirikan posko mudik, dan lain 

sebagainya. Memperbaik citra dengan berpirilaku baik dan santun.  
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